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KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh,

Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian,
Syalom, Om Swastyastu ,Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut
baik terbitnya “Buku Pedoman Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
dalam Peningkatan Penggunaan Produksi
Dalam Negeri (P3DN)” oleh Biro Humas
Setjen Kemhan.

Buku pedoman ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi dari tim
Bagian Hubungan Kemitraan Biro Humas Setjen Kemhan. Dalam rangka
mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mengurangi
ketergantungan pada produk impor, peningkatan penggunaan produksi
dalam negeri menjadi salah satu fokus strategis yang harus kita capai
bersama. Oleh karena itu, penyusunan IKPA yang akuntabel dan
transparan menjadi sangat penting guna memastikan alokasi anggaran
negara digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung produksi
dalam negeri.

Buku pedoman ini disusun dengan tujuan memberikan panduan yang jelas
dan mudah dipahami bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan
keuangan di lingkungan Kementerian Pertahanan. Dengan adanya
panduan ini, diharapkan setiap unit kerja dapat menyusun dan
melaksanakan IKPA dengan lebih terarah, transparan, dan bertanggung
jawab. Kami juga berharap bahwa buku ini dapat membawa manfaat dan
dampak yang besar serta dapat dimanfaatkan dengan baik demi
menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Melalui buku pedoman ini juga, diharapkan dapat mendukung penyajian
data dukung yang tersaji lengkap dan meningkatkan Biro Humas Setjen
Kemhan menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan
demikian, kita semua dapat berkontribusi dalam mewujudkan Birokrasi
yang bersih, akuntabel, dan profesional.
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Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa
memberikan bimbingan dan kemudahan dalam setiap langkah kita.

Sekian dan Terima Kasih,

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om.

Jakarta, Agustus 2024

Kepala Biro Hubungan Masyarakat,

Edwiff Adrian Sumantha
Brigadir Jenderal TNI
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KATA PENGANTAR

Biro Humas Setjen Kemhan mengambil
sejumlah kebijakan guna meningkatkan IKPA
(Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)
dalam mendukung Program Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
yang dicanangkan pemerintah. Buku Pedoman
ini dibuat sebagai Pedoman yang memudahkan
dalam memberikan Pengelolaan Keuangan
yang akuntabel dalam penyusunan IKPA dalam
P3DN vyang terdiri dari Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Nomor
Per-5/Pb/2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang
‘ Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja
- . Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian
Negara/Lembaga dan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan
Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah.

Buku pedoman mengenai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
alam Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), antara
lain:

a. Pemahaman yang Mendalam: Buku Pedoman ini akan memberikan
pemahaman yang lebih mendalam mengenai Implementasi IKPA
dan strategi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dalam
Program Kerja Biro Humas Setjen Kemhan. Buku pedoman Ini
penting untuk memperkuat pengetahuan pada Satker Biro Humas
Setjen Kemhan tentang bagaimana anggaran yang dialokasikan
dapat mempengaruhi peningkatan produksi dan konsumsi dalam
negeri.

b. Referensi dalam Komunikasi Publik: Buku pedoman ini dapat
menjadi referensi yang berguna dalam menyusun materi
komunikasi publik terkait kebijakan-kebijakan yang mendukung
peningkatan produksi dalam negeri. Biro Humas Setjen Kemhan
dapat menggunakan data dan informasi yang terdapat dalam buku
panduan untuk mendukung narasi dan argumentasi yang kuat
dalam komunikasi kepada publik.

C. Basis untuk Peningkatan Kinerja: Dengan memahami IKPA dan
strategi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, Biro
Humas dapat berperan aktif dalam mendukung upaya pemerintah
dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran.
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d. Mendukung Koordinasi Antar Stakeholder: Buku Pedoman ini juga
dapat digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi koordinasi antara
berbagai unit di dalam Satker Setjen Kemhan dan dengan Satker
lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan terkait anggaran
dan produksi dalam negeri. Hal ini dapat meningkatkan sinergi dan
kolaborasi di dalam organisasi.

e. Peningkatan Kapasitas: Dengan menggunakan buku pedoman ini,
Biro Humas Setjen Kemhan dapat terus meningkatkan
kapasitasnya dalam memahami dan mengkomunikasikan
kebijakan-kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan
produksi dalam negeri. Ini akan membantu Biro Humas Setjen
Kemhan untuk lebih proaktif dalam memberikan informasi yang
akurat dan terkini kepada masyarakat dan media.

Dengan memanfaatkan buku pedoman ini secara optimal, Biro Humas
Setjen Kemhan dapat berkontribusi secara lebih efektif dalam mendukung
visi dan misi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
penggunaan sumber daya domestik secara maksimal.

Akhir kata dengan mengapresiasi hasil kerja Bagian Hubmitra Setjen
Kemhan dan seluruh tim yang telah berkontribusi, diharapkan melalui
Buku Pedoman ini dapat membawa manfaat dan Impact yang besar dan
dimanfaatkan dengan baik demi menciptakan Pengelolaan Keuangan
dapat Akuntabel dan Transparansi serta mendukung penyajian data
dukung tersaji lengkap dan meningkatkan Biro Humas Setjen Kemhan
menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat-Nya dan
mengiringi setiap langkah kita.
Jakarta, Agustus 2024
Penulis

selaku
Action Leader,

c—

SRH Simanjuntak, S.E., M.AP
Penata TK | 11I/D NIP 198611202010121004
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PENDAHULUAN
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) merupakan
kebijakan strategis yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk
mendorong pemanfaatan produk dalam negeri, meningkatkan
kapasitas industri nasional, dan mengurangi ketergantungan pada
barang impor. Kebijakan ini berperan penting dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan
memperkuat basis industri domestik. Dalam rangka
mengimplementasikan P3DN dengan efektif, diperlukan sistem
pemantauan dan evaluasi yang andal untuk memastikan bahwa
anggaran yang dialokasikan digunakan secara optimal dan sesuai
dengan tujuan kebijakan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk
memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat memberikan

dampak positif terhadap penggunaan produksi dalam negeri.

Buku pedoman tersebut bertujuan untuk memberikan arahan dan
panduan kepada para pelaksana antar bagian dan sub bagian di Biro
Humas Setjen Kemhan mengenai langkah-langkah konkrit yang dapat
dilakukan guna meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri
melalui pemanfaatan anggaran yang ada. Selain itu, buku pedoman ini
juga akan menjadi acuan bagi para evaluasi atau pengawas
pelaksana anggaran di Bidang Humas untuk melakukan monitoring
dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaannya pada Program Kerja

dan Anggaran Biro Humas Setjen Kemhan.

Dengan adanya buku pedoman mengenai IKPA dalam P3DN ini,
diharapkan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien dalam
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mendukung kebijakan peningkatan penggunaan produksi dalam
negeri. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pengelolaan
anggaran dapat dilakukan dengan lebih baik, mendukung pencapaian
tujuan P3DN, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi

dalam penggunaan anggaran publik.

Selain itu, hal ini juga sejalan dengan upaya Pemerintah Indonesia
untuk mendorong pengguna produk-produk lokal guna mendukung
pertumbuhan ekonomi domestik. Melalui penyusunan buku pedoman
ini, diharapkan Biro Humas Setjen Kemhan dapat lebih terarah dalam
pengelolaan anggaran dan mampu memberikan kontribusi yang

signifikan dalam peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

B. Maksud

Pedoman ini disusun sebagai alat yang praktis dan aplikatif dalam
menerapkan IKPA dalam P3DN untuk perumusan Pengelolaan
Keuangan pada Program Kerja. Buku ini menyediakan pedoman yang
jelas dan terinci tentang bagaimana mengukur kinerja pelaksanaan
anggaran serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk
meningkatkan penggunaan produk-produk lokal. Dengan adanya buku
pedoman ini, diharapkan bahwa Biro Humas Setjen Kemhan dapat
lebih efektif dalam mempromosikan dan menggunakan produk-produk
lokal, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi domestik,

sebagai berikut :

1. Penekanan pada Penggunaan Anggaran yang Efisien dan
Efektif

Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien merupakan kunci
keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan P3DN. Dengan
menggunakan IKPA, Biro Humas Setjen Kemhan dapat memantau
dan mengevaluasi sejauh mana anggaran yang dialokasikan untuk

mendukung P3DN telah digunakan untuk mencapai target dan hasil
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yang diharapkan. Buku pedoman ini bertujuan untuk memberikan
panduan yang jelas dan terstruktur tentang bagaimana mengukur

dan menilai kinerja pelaksanaan anggaran dalam konteks P3DN.

2. Kebutuhan untuk Standarisasi dan Konsistensi

Tanpa pedoman yang jelas, terdapat risiko ketidakkonsistenan
dalam penerapan IKPA di berbagai unit atau program. Buku
pedoman ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan praktik
dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, sehingga
memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran

mengikuti standar yang telah ditetapkan.

3. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi

Dengan adanya pedoman yang mendetail mengenai IKPA, Biro
Humas Setjen Kemhan dapat meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi dalam pelaksanaan anggaran. Buku ini akan
memandu bagaimana melaporkan dan mengevaluasi hasil dari
penggunaan anggaran secara sistematis, yang pada gilirannya
akan memperkuat kepercayaan publik dan pemangku kepentingan

terhadap pengelolaan anggaran pemerintah.

C. Tujuan

Buku ini bertujuan untuk memperkuat upaya pemerintah dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi domestik melalui peningkatan
penggunaan produk-produk dalam negeri. Dengan demikian, buku
pedoman ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi Biro Humas
Setjen Kemhan untuk efektif mempromosikan dan menggunakan
produk-produk lokal serta mengukur kinerja pelaksanaan anggarannya

secara lebih terukur dan efisien, sebagai berikut :
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1. Menyediakan Panduan Teknis

Buku pedoman ini bertujuan untuk menyediakan panduan teknis
yang komprehensif tentang bagaimana merancang, menerapkan,
dan mengevaluasi IKPA dalam konteks P3DN. Ini meliputi
metodologi pengukuran, penetapan indikator kinerja, serta proses

pelaporan dan evaluasi.
2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan
kapasitas dan kompetensi SDM di Biro Humas Setjen Kemhan
dalam mengelola dan memantau pelaksanaan anggaran,

khususnya dalam mendukung kebijakan P3DN.
3. Memastikan Kesesuaian dengan Kebijakan dan Regulasi

Pedoman ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan
IKPA sejalan dengan kebijakan P3DN dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Ini penting untuk memastikan bahwa
semua tindakan dan keputusan dalam pengelolaan anggaran
sesuai dengan kerangka hukum dan kebijakan yang telah

ditetapkan.

4. Sumber Referensi dan Pengembangan Pedoman

Penyusunan buku pedoman ini mengacu pada praktik terbaik
dalam pengelolaan anggaran dan penilaian kinerja dari berbagai
sumber, termasuk pedoman dari Kementerian Keuangan,
Kementerian Perindustrian dan LKPP serta pengalaman terbaik
dari instansi pemerintah lainnya. Penyusunan pedoman ini juga
melibatkan konsultasi dengan ahli dan praktisi di bidang

pengelolaan anggaran dan kebijakan P3DN.
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BAB Il

INDIKATOR KINERJA
PELAKSANAAN ANGGARAN
(IKPA)
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BAB II
INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
(IKPA)

A. Deskripsi IKPA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan instrumen
strategis yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mengukur,
mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran oleh
setiap satuan Kkerja (satker). IKPA menjadi pedoman dalam
memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efisien, efektif,

dan akuntabel, selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

IKPA berperan penting sebagai alat ukur keberhasilan dalam mencapai
target-target pembangunan yang telah direncanakan. IKPA tidak hanya
berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai pendorong bagi
satuan kerja untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.
Melalui IKPA, pemerintah dapat memantau kinerja setiap satker secara
berkelanjutan, memberikan umpan balik, serta menerapkan reward
dan punishment berdasarkan hasil kinerja. Berikut elemen penting

dalam dekskripsi IKPA antara lain :

1. Laporan:

a. Laporan IKPA tingkat Satker disusun oleh KPPN yang berisi
tentang perkembangan dan hasil reviu atas capaian IKPA
Satker lingkup KPPN dan disampaikan kepada seluruh Kuasa
Pengguna Anggaran Satker dalam wilayah kerja KPPN
masing-masing.

b. Laporan IKPA tingkat K/L disusun oleh Direktorat Pelaksanaan
Anggaran yang berisi tentang perkembangan dan hasil reviu
atas capaian IKPA K/L dan disampaikan kepada pejabat

setingkat Sekretaris Jenderal/Utama K/L.
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2. Tujuan:

a. Mengukur Efektivitas: Menilai sejauh mana anggaran yang
telah direncanakan digunakan secara efektif untuk mencapai
hasil yang diharapkan.

b. Menilai Efisiensi: Mengukur seberapa efisien anggaran
dikelola dan digunakan, termasuk seberapa baik sumber daya
dialokasikan.

c. Mengevaluasi Kepatuhan: Memastikan bahwa penggunaan
anggaran sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang
berlaku.

3. Pengukuran dan Evaluasi: IKPA digunakan untuk mengumpulkan
dan menganalisis data terkait pelaksanaan anggaran. Pengukuran
kinerja dilakukan secara berkala sehingga pemerintah dapat
melakukan evaluasi dan perbaikan jika diperlukan.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Salah satu tujuan utama
dari penggunaan IKPA adalah untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik melalui pengelolaan anggaran yang lebih baik.
IKPA membantu pemerintah mengidentifikasi area yang perlu
perbaikan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

5. Komponen Utama:

a. Penyerapan Anggaran: Mengukur persentase anggaran yang
telah terserap dibandingkan dengan anggaran yang
direncanakan.

b. Kinerja Output: Mengevaluasi hasil atau produk yang
dihasilkan dari penggunaan anggaran.

c. Kinerja Outcome: Menilai dampak dari hasil yang dicapai
terhadap tujuan yang lebih luas.

d. Kepatuhan: Memeriksa kepatuhan terhadap peraturan,
prosedur, dan kebijakan terkait anggaran.

6. Dukungan Kebijakan: IKPA juga berfungsi sebagai dasar bagi
pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan maupun dalam

penyusunan kebijakan anggaran di masa mendatang. Data yang
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dihasilkan dari pengukuran kinerja dapat digunakan untuk
merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan efisien.

7. Metodologi Pengukuran:

a. Data Input: Mengumpulkan data tentang anggaran yang
direncanakan, realisasi anggaran, dan hasil pelaksanaan.

b. Analisis: Menganalisis data untuk menilai pencapaian target,
efisiensi, dan kepatuhan.

c. Pelaporan: Menyusun laporan kinerja berdasarkan hasil
analisis untuk disampaikan kepada pihak terkait.

8. Manfaat:

a. Peningkatan Kinerja: Membantu instansi dalam
mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan meningkatkan
kinerja pelaksanaan anggaran.

b. Akuntabilitas: Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan anggaran.

c. Pengambilan Keputusan: Memberikan informasi yang relevan
untuk pengambilan keputusan yang lebih baik terkait
perencanaan dan penggunaan anggaran.,

9. Tantangan:

a. Data yang Akurat: Memastikan bahwa data yang digunakan
untuk evaluasi adalah akurat dan lengkap.

b. Perubahan Kebijakan: Mengatasi dampak perubahan
kebijakan atau regulasi terhadap pelaksanaan anggaran.

c. Koordinasi: Memastikan adanya koordinasi yang baik antara
berbagai unit dalam instansi untuk pencapaian target

anggaran.
B. Landasan Regulasi

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.
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2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Arah Kebijakan Evaluasi

Reformasi Birokrasi.

4. Keputusan Sekjen Kemhan Nomor: KEP/1695/XI11/2022 tanggal 14
Desember 2023 tentang Program Kerja dan Anggaran Biro Humas
Setjen Kemhan TA. 2024.

5. Perdirjen Perbendaharaan Kemenkeu Nomor PER-5/PB/2024
tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

C. PENILAIAN IKPA

Nilai IKPA digunakan dalam rangka: pengendalian, pemantauan
kinerja anggaran, serta evaluasi dan pembinaan terhadap
pelaksanaan anggaran belanja K/L; dan/atau menjadi bagian dari
penilaian Nilai Kinerja Anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perencanaan anggaran,
pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Berikut adalah hasil penilaian IKPA yang telah dilakukan.:

1. Identifikasi Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan Umum: Tentukan tujuan umum dari pelaksanaan
anggaran, misalnya untuk meningkatkan kualitas layanan publik,
mencapai target pembangunan, atau mematuhi regulasi.

b. Sasaran Spesifik: Identifikasi sasaran spesifik yang ingin
dicapai dengan penggunaan anggaran, seperti peningkatan
kinerja program tertentu atau pencapaian hasil tertentu dalam

periode anggaran.
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2. Penetapan Indikator Kinerja

a. Indikator Kuantitatif: Pilih indikator yang dapat diukur secara
numerik, seperti persentase penyerapan anggaran, jumlah
output yang dihasilkan, atau nilai rasio biaya terhadap hasil.

b. Indikator Kualitatif: Tentukan indikator yang menilai aspek-
aspek non-numerik seperti kepuasan masyarakat, kualitas
layanan, atau dampak sosial.

c. Kiriteria Pengukuran: Tetapkan kriteria yang jelas untuk setiap
indikator, termasuk satuan ukur, target kinerja, dan metode

pengumpulan data.

3. Pengumpulan Data dan Informasi

a. Sumber Data: Identifikasi sumber data yang akan digunakan
untuk mengukur indikator kinerja. Sumber ini bisa meliputi
laporan keuangan, survei, data operasional, atau -catatan
administrasi.

b. Metode Pengumpulan Data: Tentukan metode pengumpulan
data yang efektif dan efisien, seperti pengamatan langsung,

wawancara, atau analisis dokumen.

4. Penetapan Target Kinerja

a. Target Realistis: Tetapkan target kinerja yang realistis dan
dapat dicapai berdasarkan data historis dan kondisi saat ini.

b. Standar Kinerja: Tentukan standar Kkinerja yang dapat
digunakan untuk mengevaluasi pencapaian target, misalnya

Benchmark dari instansi lain atau standar nasional.

5. Pengembangan Rencana Tindakan

a. Strategi Implementasi: Rancangan strategi dan langkah-
langkah yang diperlukan untuk mencapai target kinerja,
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termasuk alokasi sumber daya, penjadwalan kegiatan, dan
tanggung jawab.

b. Rencana Kontinjensi: Buat rencana kontinjensi untuk
mengatasi potensi masalah atau hambatan yang dapat

mengganggu pencapaian target.

6. Penetapan Proses Evaluasi dan Pelaporan

a. Frekuensi Evaluasi: Tentukan frekuensi evaluasi Kkinerja,
misalnya bulanan, kuartalan, atau tahunan.

b. Pelaporan: Rancang format laporan yang akan digunakan
untuk menyampaikan hasil evaluasi kepada pemangku
kepentingan, termasuk indikator kinerja, pencapaian target, dan

rekomendasi perbaikan.

7. Pelatihan dan Sosialisasi

a. Pelatihan Staf: Berikan pelatihan kepada staf yang terlibat
dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran mengenai
pentingnya IKPA dan cara penggunaannya.

b. Sosialisasi: Sosialisasikan Penilaian IKPA kepada seluruh

pihak terkait untuk memastikan pemahaman dan dukungan.

8. Pemantauan dan Penyesuaian

a. Pemantauan Berkala: Lakukan pemantauan berkala untuk
memastikan bahwa indikator kinerja digunakan secara efektif
dan sesuai dengan rencana.

b. Penyesuaian: Lakukan penyesuaian terhadap indikator atau
target jika diperlukan berdasarkan hasil pemantauan dan

perubahan kondisi.

Dengan merencanakan IKPA dengan cermat, instansi pemerintah

dapat lebih mudah memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan
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anggaran mereka, serta membuat keputusan yang lebih baik untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

D. IKPA sebagai Monitoring dan Evaluasi Program Kerja
Nilai IKPA digunakan dalam rangka pengendalian, pemantauan kinerja
anggaran, serta evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan
anggaran belanja K/L; dan/atau menjadi bagian dari penilaian Nilai
Kinerja Anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan yang mengatur mengenai perencanaan anggaran,
pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. IKPA
ini berperan penting dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja
suatu program atau kegiatan, sehingga dapat diketahui apakah
program tersebut berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan

yang ingin dicapai. Adapun fungsi IKPA sebagai berikut:

1. Mengukur Kinerja: IKPA digunakan untuk mengukur kinerja
pelaksanaan anggaran secara kuantitatif. Dengan demikian, dapat
diketahui apakah anggaran yang telah dialokasikan telah terserap
secara optimal dan digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan
perencanaan.

2. Menilai Efektivitas: IKPA membantu dalam menilai efektivitas
suatu program atau kegiatan dalam mencapai target yang telah
ditetapkan. Dengan membandingkan capaian output dengan target
yang telah ditetapkan, dapat diketahui sejauh mana program
tersebut berhasil mencapai tujuannya.

3. Menilai Efisiensi: IKPA juga digunakan untuk menilai efisiensi
penggunaan anggaran. Dengan membandingkan antara output
yang dihasilkan dengan input yang digunakan (Anggaran), dapat
diketahui apakah anggaran telah digunakan secara efisien.

4. Memastikan Kepatuhan: IKPA membantu memastikan bahwa

pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan peraturan dan
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ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, dapat dicegah
terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran.

5. Memberikan Umpan Balik: Hasil evaluasi menggunakan IKPA
dapat memberikan umpan balik kepada pihak-pihak yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan program atau kegiatan.
Umpan balik ini dapat digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan

program di masa mendatang.

E. Kerangka Pengukuran IKPA

Merupakan suatu sistem yang terstruktur yang digunakan untuk
menilai sejauh mana pelaksanaan anggaran pemerintah telah
mencapai target yang ditetapkan. Kerangka Pengukuran IKPA meliputi
aspek vyaitu: 1. Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, 2.
Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan 3. Kualitas hasil

pelaksanaan anggaran. Adapun penjabarannya sebagai berikut;

1. Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran

Merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan
anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.
Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian aspek kualitas
perencanaan pelaksanaan anggaran terdiri dari:

a. Revisi DIPA

Merupakan revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tetap yang
pengesahannya merupakan Kewenangan Kementerian
Keuangan. Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan
mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran,

serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Revisi terhadap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro
Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian

Pertahanan merupakan langkah strategis yang diambil untuk
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memastikan alokasi anggaran sejalan dengan tujuan organisasi,
terutama dalam konteks peningkatan penggunaan Produk Dalam
Negeri (P3DN). Revisi ini juga bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program kerja Biro Humas

Setjen Kemhan.

14 Jenis Revisi Pagu Tetap
YUraian Jenis Revisi,

201 _|Antar-Funasi/Sub-Funasi dan/atau Antar-Program

211 [Pemenuhan Belanja Operasional

212 _[Penvelesaian Pagu Minus Belania Peaawai Operasional

213 _|Pergeseran Anggaran dari Belanja Operasional ke Belanja Non-Operasional,

217 _|Penvelesaian Tunggakan

220 [Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola

221 |Pergeseran anggaran Antarjenis Belanja
222 [Kontrak Tahun Jamak

225 [RO Cadangan

10 [ 226 |Penurunanvolume RO secara total

11 | 229 |Penvelesaian putusan penaadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)
12 | 231 [Penvelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran
13 | 236 |Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan

14 | 239 [Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya

Bobot | Layering NilaiKineria Revisi
10% _ |Anggaran an
(]

“DIPA(Non

Kumulatif)

2 100
»=3 50
Nilai IKPA Revisi DIPA :

IKPA Rev
= (50% x NKRA Semester I)
+ (50% x NKRA Semester II)/
1

Kode jenis revisi yang nantinya diperhitunakan dalam <
IKPA tersebut akandiberikan oleh petugasyang
melakukan pemrosesanrevisi di DJA/Dit.PA/Kanwil DJPb,

(ST o [on [ o fwofrof—

~
w

. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
/ LANPIRAN - Satu set DIPA Petkan
\ SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
/ 4 05.67400106.6257.0563

TAHUN ANGGARAN 202
NOMOR : SP DIPA- 012.01.1.686072/2024

A Dasar Hukum
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Nega

|__A%nggal : 03 Juni 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Uniuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga
2. Uit Organisasi

KEMENTERIAN PERTAHANAN
Kementerian Pertahanan

3. Provinsi DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker ) BIROHUBUNGAN MASYARAKAT SETJEN KEMHAN
Sebesar 19.040732000  ( SEMBILAN BELAS MILIAR EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH DUA RIBU RUPIA}
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi
02 PERTAHANAN
0201 PERTAHANAN NEGA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan Jumiah Uang
01201 WA Program Dukungan Mafhajemen Rp. 19.040732000
01201.WA Pengelolaan Komunikfsi dan Informasi Publik Kemhan Rp. 19.049.732.000
C. Sumber Dana Berasal Dari
1. Rupiah Mumi Rp. 19.049.732000 4. PinjamanHibah Dalam Negeri Rp. 0
2.PNBP - Pinjaman Dalam Neger Rp 0
PNBP TA Berjalan 0 - Hibah Dalam Negep Rp. [
5. Hibah Langsung Rp 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 Hibah LysfRlegeri Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 Higp#Dalam Negeri Langsung Re. 0
- Hibah Luar Negeri o 6gmnpes Rp 0
D. Pencairan dana dilakukan melalui
1.KPPN JAKARTA I (019) Re. 19.049.732.000

revisi 221 dengan uraian Jenis revisi “pergeseran anggaran jenis
belanja”
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No. Knd.ﬂ. Uraian Jenis Revisi
Revisi
1 201 Antar-Fungsi/Sub-Fungsi dan/atau Antar-
Program
211 |Pemenuhan Belanja Operasional
3 | 2192 Penyelesaian Pagu Minus DBelanja Pegawai
Operasional
4| 213 Pergeseran Anggaran dari Belanjal
Operasional ke Belanja Non-Operasional
o | 217 |Penyelesaian Tunggalan
6 Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontrakiual
220 |[dan/atau Swakelola
7 | 221 |Pergeseran anggaran Antarjenis Belanja
8 | 222 |[Kontrak Tahun Jamak
9 | 225 [RO Cadangan
10 | 226 |Penurunan volume RO secara total
11 Penyelesaian putusan pengadilan yvang telah
229 mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)
Penyelesaian Pelterjaan vang Tidalg
12 | 231 |[Terselesaikan sampai dengan Alkhir Tahun
Anggaran
13| 236 Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau
Antar-Kegiatan
14 | 239 Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap
lainnya
Formula Perhitungan
Formula Keterangan
NKRA | =| Nilai Kinerja
Revisi
Nilei IKPA Revisi DIPA (IKPA Reu) Anggaran,
IKPA RF:J - (50% x NKRA Semester e Dihitung
50% x NKRA Semester [1) berdasarkan
dimana, NKRA berdasarkan rdasarks
frelcuensi revisi DIPA dalam satu freluensi
semester. Revisi DIPA
dalam satu
semester.

Gambar 2. 2 Perhitungan Revisi DIPA dari Kemenkeu
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Perhitungan :

- revisi DIPA yang dilakukan dalam rentang semester | diberikan
bobot sebesar 50%;

- revisi DIPA yang dilakukan dalam rentang semester |l diberikan
bobot sebesar 50%;

Perubahan Pagu DIPA per Bulan TA. 2024

# '._In'lt Prog Giat Output JenBel Akun Beban Lokasi Kota 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN

012.01 Kementerian Pertahanan 18.855.482.000 18.855.482.000 19.049.732N00 19.049.732.000 19.049.732.000 19.049.732.000 19.049.732.000

686072 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT =~ 18.855.482.000  18.855.482.000  19.049.732.000 1 19N¢9.732.000  15.049.732.000  13.049
SETJEN KEMHAN

000 19.045.732.000

NKRA (Nilai Kinerja Revisi Anggaran) Satker
Kemhan sebagai berikut :
Bulan Juli pada Revisi 5 Pagu Sebesar Rp. 19.049.732.000,-
- Jumlah Revisi DIPA yang menjadi perubahan objek perhitungan: 1
- NKRA Semester | : 110 (Dipa non Kumulatif)

umas Setjen

INndikator Pelaksanaan Anggaran

o FILTER SAMPAI DEMNGAMN | JULI
KIUALITAS
P EREMN CAMN AN
. KODE KO DE KODE LR LA T P e e AMNGGARAMN
KPP B.A SATHKER SATKER
mevisi | EEes
e TN =TT--%
o1 o112 SBES50 72 EIRC Mila 10000 24.84
HUEBE LU MG AR
PLA S YA R ARLAT Bobox 10 15
SETIEM
FIEMA HA Milai Akbuir OO0 273

Milai Aspek

Sehingga, nilai IKPA Revisi DIPA Satker Biro Hum&s setjen Kemhan
bulan Juli adalah sebagai berikut:

IKPA Revisi DIPA (IKPA Rev)

= (50% x NKRA Semester ) + (50% x NKR
= (50% x 110) + (50% x 110)
=55+ 55
=110..persentase paling tinggi 100
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b. Deviasi Halaman Tiga DIPA

Deviasi halaman Il DIPA dihitung berdasarkan rasio antara
nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD
Bulanan pada setiap jenis belanja (Pegawai 51, Barang 52
dan Modal 53) yang telah dimutakhirkan.

B
u Devias|Halaman | DIPA dinitung berdasarkan ratasrata

h} ° ertimbana Kesesuaian antara realisasi anagaran terhadan RPD

bulanan padasetiap jenis belania dengan mempernitunglan

Rroporsi pagu masing:masing jenis belania,

Bobot —
5% Menagunakan devias tertimbang

(\r) | berdasarkan bobot/persentase pagu per JB

@ Deviasi DIPA per JB Bulanan;

) ° Ambang batasrataurata desias bulanan seoes 5 0% uruk
memoeroleh nla maksimal 100}

IR Bn - Hlm” {Pagu per [B]

DevDIPA By =
fPD By hmd Pagu

A ; NiliIniktor,
N!lal QQVIQSI Seluruh JB; 1 0_5'0% 100
DevDIPA Tertimbang 1 =DeuDIPA 1B 514 DevDIPA B 52 4 ) S5 0-950
DeDIPA[B 53 4 DeDIPA B 57 ¢ (sesual persentase devias)
NilaiKPA Deviasi Hal Il DIPA: o Batas mlsimal deva a0y sebesar 100%,

DBl 11- Lis PVDIPA Tertimbang Pemutakhiran RPD pada Halaman I DIPA yang dampalan
I o oleh Satker palig lambt pada hari keria kesenuluh awal

il

o Penquncan data RPD pada Halaman I DIPA den data proporsi - Dulan Februari untuk trivulan |
0aqu masing-masig jens belaa dlakukan berdasarkan
tanggal posting DIPA hasi revs pada sitem,

v ulan Apriluntuk trulan [
v Ol Jul untuk trwulan 1 dan
i Deyias Halaman | DIPA yang citung i periode Januari

e e v dulan Qktober unfuk rwlan V.
sampai denaan November,
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Formula Keterangan
DewDIPAT BEns n
_ IR BBnsn — RPD BBus nll  Pagu BBns n
- . RPID BBnsn * Total Pagun Total = | Total Pagu
Seluruh Jenis Belanja: Pagun seluruh jenis
DevDIPA Tertimbang n' :
_ DevDIPAT Bpegn + DevDIPAT BBar n+ E:l?lnjﬁ bulan
DepDIPAT BMod n + DevDIPAT BEns n
*) mengilouti jumlah Jenis Belanja yang dikelola R Reali i
Satker. = eallsasi
BPegn/B Anggaran B.
Barn/Bm Pegawai/B.
IKPA Deviasi Hal ITI DIPA: DB%W' Eﬁm o allg,.-'fBB-
nsn o .
Bansos bulan
. DevlMPA Tertimbang n
IKPA DevDIPAn = 100 — ==L - iR ke-n
EPD = | Rencana
BEPegn/B Penariltan
Barn/Bm Dana B.
odn/ Pegawai/B.
BBnsn Barang/ B.
Modal/B.
Bansos bulan
ke-n
DevDIPA | = | Deviasi Hal III
Tertimba DIPA seluruh
ngn jenis belanja
bulan ke-n
IKPA = | Nilai IKPA
DevDIPA Deviasi Hal ITI
n DIPA bulan ke
n

Gambar 2. 3 Perhitungan Deviasi Halaman Il DIPA dari Kemenkeu

INndikator Pelaksanmnaan Angsaran

SAMPAILI DEMNGAN | JULI

Gambar 2. 4 Contoh Data Deviasi Halaman Il D
Perhitungan Nilai IKPA viasi

sebagai adalah 84484.

Ketentuan Perhitungan

Halaman

KALITAS
P ERE P C A P AU
NS G RS N
KETERAMNG.AMN
DEWLASI

HLAUL A RSN
(LTI =1

REWVISI
DIPa

U= diednll || 7 Eeaia

Boborto

MNMilar SAkbhir

MNilai Asefelk

iro Humas Setjen Kemhan

Il DIPA bulan Juli

Deviasi Halaman Il DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang
kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada
setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu
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masing-masing jenis belanja. Nilai RPD yang diperhitungkan adalah
RPD yang dikunci setiap awal triwulan. Batas akhir pemutakhiran
RPD pada Halaman Ill DIPA dalam rangka penilaian IKPA adalah
sampai dengan 10 (Sepuluh) hari kerja pertama pada setiap

triwulan.

2. Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran

Merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam
merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA.
Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian aspek kualitas

implementasi pelaksanaan anggaran terdiri dari:

a. Penyerapan anggaran,;
Penyerapan Anggaran merupakan indikator kinerja yang
digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran
K/L/unit Eselon |/Satker berdasarkan kesesuaian eksekusi

belanja dengan target penyerapan anggaran triwulanan.
Ketentuan Perhitungan :

1) Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata

nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan.

2) Dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara
tingkat penyerapan anggaran terhadap target
penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja.

3) Target penyerapan anggaran triwulanan masing-masing
jenis belanja dihitung berdasarkan pagu setiap jenis

belanja dikalikan target penyerapannya.
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Bobot; Nili Kineria Penyerapan Anggaran
Terimbang Trwulanan;

— 1. (Pm Paq;J'}B)
NKPAT [Bx = | —1 4l

Tin Total Pa

Nl KPA Penyerapan Anggaran
Selumh

NAPAT n =NKPAT [ 31 4 NKPAT [B 32 4
NKPAT |33 4 NKPAT JB 37

NiliIPA Penyerapan Anggaren Trwulanan; |

" KR
!KP/l-PAnzL

0 Qrata-rata tenng i okt pevern angarn tradap

N

Target Twulanan
Jenis Beanja

Tl Twlll
B, Pegawai

B, Barang

{
°Penverapan Anaoaran diitung be Gaarian ratawraty i Kineria

 enyerapananagarn pdaseap il
| |

NIl inria penyeranan anacaran set {riulan diniung percasarkan milai

(darget penverapan anagaran masing-masing jenis belania cengan

[ L |
1 Meoeniunokan promorsimagu masing-masing s bl

|
|
°Target penveranan anqearan triwulanan dietankan unfuk masing-masing |
|

\LWWL |

|

&nglPAy NG nenad]bess perhtungan target dan i Kner mgggpw

.3 a0003ran a0
&gMDIPApad A e ke ks

| v bulan Pebruari untuk rvun

bk

DlPAb,_,il’, gl 248 pad ssten

[ v blan ot

lKhusus oad Tiwdan IV bass perhitvncan target dan i kinera

- oo g menaot pag DR yang bl e sl
| periode fahun berkenaan,

B, Modal
B, Bansos

|

| |
dm BLU fiak femasuk dalam obekc penlaian Kner penveran
|
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Formula Keterangan
Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran NKPA = | Nilai Kinerja
Tertimbang Triwulanan: BPegn/BBarn Penyerapan Anggaran
Kinerja Penyerapan Belanja Pegawai: /Bmodn/ B. Pegawai/B.
Kinerja Penyerapan Belanja Pegawai: | BEBnsn Barang/ B. Modal/B.
~ PABPegn PuaguBPegn Bansos triwulan ke-n
NKFPABPegn = TABPeg n” Total Pagun
Kinerja Penyerapan Belanja Barang: PA = | Penyerapan Anggaran
NKPA BB _ PABBarn Fagu BBarn BPegn/BBarn B. Pegawai/B.
: W TABBarn Total Pagu n | /Bmodn/ Barang/ B. MDdﬂ]{B-
Kinerja Penyerapan Belanja Modal: BBnsn B‘?HSUS (nominal)
NKPA BMod n triwulan ke-n
PABModn PaguBModn
= X TA = | Target Penyerapan
TABMadn Tatal Pagun
Kinerja Penyerapan Belanja Sosial: BPegn/BBarn Anggm B.
PABBusn PaguBBnsn | /Bmodn/ Pegawai/B. Barang/
NKEPA BBnsn = x EBnsn B. Modal/B. Bansos
TABBusn Total Pagun (nominal) Triwulan
Seluruh Jenis Belanja: e
NKPATertimbang n +
_ NKEPABpegn+ NKPA BBarn + I
NKPABModn + NKPA BBns n NKPA = |Nilai Kinerja
* mengikuti jumlah Jenis Belanja yang | Tertimbang -n Pe:nyera;l}a_nl Anggamn
dikelola Satker. seluruh jenis belanja
Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Triwulan ke-n
Trisulanan: IKPA-PA_ Nilai IKPA Pen
" NKPA Tertimbang n " B nyerapan
IKPA — PAn = === - g Angparan Triwulan
ke-n

Gambar 2. 5 Perhitungan Penyerapan Anggaran dari kemenkeu

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PUSKOMPUBLIK KEMHAN
Pagu Jenis
g |01021800| 55,6800 | 60| 0|y
sdPerode |7705,033758 | .135196,185 | 55 284000 | 0
Piopots i
mom| 7| 2om oo
8RO Fagu
HUBLNGAN
Boki 0| 32zmsom || o
L ”Agzﬁ::” ws wosisssi | oooow|  toooow| toooowfooon| ®F [®2E
b Paguet | 10,110218.000 | 5201 723000 | 55 a0 | 0
ol o 653500 | 3704208100 | e sommn | 0
o e go|  wn| 0| 0w
Tertmbang : o
Tatge 5% | | 7

Gambar 2. 6 Contoh Data Penyerpan anggaran bulan juli Biro Humas Setjen Kemhan
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b. Belanja kontraktual;

Bobot A \ Distribusi Akselerasi Kontrak (20%)
& Disribusi Akselerasi Kontrak:  Nilai kontrak yang diperhitungkan: Rp3( juta ke atas untuk seluruh JB.
Rasio DAK = ‘.::' "D 1o # Dihitung berdasarkan rasio jumizh data perjaniian/kontrak yang diterbitkan sampai dengan Triwulan Il dibagi
Ly KD dengan jumiah data perjanjian/kentrak yang diterbitkan selama fzhun angaaran berkenzan,
— Nilai Kineria Komponen ¥ Dihitungberdesarken Tanagal Kontrak,
MLW ¥ Painyang diberikan untuk setiap kontrak diberikan secara bertingkat sesuai dengan rasio jumlah data
VK Din = Lz KDini perjanjian/kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan |1 sebagaimana berikut

nKDini

Rasio Jumlah Data Perjanjian/Kontrak yang Didaftarkat

Nilai Kinerja Komponen Akselerasi

. Kontrak 53: Rasio =75,00% 100
5 I 50,01%+Rasio<=75,00%
o KEM
NK - BM = == 2 015 <Rasio<=50.00%

1M

0,01%<Rasio==25,00% 50
Rasio = 0% 0

Nilai [KPA Belanja Kontraktual:
IKPA B
= (NK = DAK » 20%) + (NKDini = 40%)
+ (VK = BM + 40%) j

# Kontrak Pra DIPA: konrak yang tanagal kantraknya sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan
¥ Dinttung berdasarkan Tanagal Kontrak,

¥ Nilaikontrak yang diperhitunakan: Rp50 juta ke atas untuk seluruh JB.
¥ Ketentuan Nilai:

v Kontrak Pra DIPA (Tanagal Kontrak sebelum 1 Jan) -3 nilai 120
b 1 Jan - 31 Mar)-> nilai 110

Distribusi Akselerasi Kontrak
2 Kontrak PraDIPA
3 Abselerasi 53

Gambar 2. 7 Bobot Perhitungan Belanja Kontraktual dari Kemenkeu

Formula Keterangan
Nilai Kinerja Komponen NEDi Nilai Kinerja Kontrak
Akselerasi - Kontrak Dimni: ni Komponen Alcselerasi Kontralk
i KDini Dind
NKDVnt = Th KDL
Nilai Kinerja Komponen KDini Jumlah Poin Data Kontrak
Akselerasi - Kontrak Belanja Komponen Akselerasi Kontrak
Modal: Dini
n Jumlah Kontral yang
T ,KBm KDini ditandatangani sampai
NK—EMZW dengan triwulan [ dan

didaftarkan ke KPPN
Rasio Distribusi Akselerasi
Kontrak: . NK- Nilai Kinerja Kontrak

RDAK — D2 EDAK BM Komponen Akselerasi Belanja
Lan KDAK Modal
Nilai Kinerja Distribusi
Akselerasi Kontrak (NK-DAK): KBm Jumlah Poin Data Kontrak
Berdasarkan kategori Rasio Komponen Alrselerasi Belanja
Distribusi Akselerasi Kontralk Modal
(RDAK)
n BM Jumlah Kontral Belanja
Nilai IKPA Belanja Kontraktunal: Modal yang dibayarkan
IKPA BK = (NKDini x 40%) sekalipus dengan Nilai di atas
+ (NK — BM x 40%) RpS0 juta s.d. Rp200 juta
+ (NK — DAK x 2096) vang didaftarkan ke KPPN
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6

=
]

KODE

6R6072

626072

Formula

Keterangan

NK-
DAK

n
EDAK

IKPA
BK

Rasio kontrak yang
diterbitkan sampai triwulan II
dengan jumlah kontrak yang
selama tahun anggaran
berlcenaan.

Nilai Kinerja Kontralk
Komponen Distribusi
Alkselerasi Kontrak

Jumlah Data Kontrak
Komponen Distribusi
Akselerasi Kontrak

Nilai IKPA Belanja
Kontraktual

Gambar 2. 8 Bobot Perhitungan Belanja Kontraktual dari Kemenkeu

LA TS PIE L S Pl S i oS Pl o o 0 FR s, T

[ =3 =3 N N
O T RS T LS L

KOMPONEN DISTRIBUSI AKSELERASI

KONTRAK

SATKER It PERIODE
kPPN

UMLK
TR

KONTRAK

FENRYELES SIS
T Ao hHAR

KONTRAK KOMPONEN
N

ALY A 4 A v ALY A v A

MASYARAKAT SETIEN
KEMHAN

BROHUBUNGAN 019 03 ] j
MASYARARAT SETIEN
KEMHAN

BROHUBUNGAN 018 (7 b j
MASYARAKAT SETIEN
KEMHAN

10000

1000

KOMPONEN AKSELERASI KONTRAK DINI

LAn
KONT

JUNLAH
ONTRAK
AKSELERAS

KOMPONEN AKSELERASI BELANJA 53

T o NILAI  DETAIL
:ONTRM :DNTRAK e
KOMPONEN
BELANJASS | AKSELERASI
4 AN ¥ ¥
a 00 0 e

Nilai Belanja Kontraktual Biro Humas bulan Juli sebesar 96 %

Gambar 2. 9 Contoh Indikator Belanja Kontraktual Biro Humas Setjen Kemhan
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Ketentuan Perhitungan

1) Dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja atas
penyelesaian perjanjian/kontrak Belanja Modal terhadap
seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang
didaftarkan ke KPPN.

2) Penyelesaian perjanjian/kontrak  Belanja  Modal
sebagaimana dimaksud adalah penyelesaian
pembayaran atas perjanjian/kontrak Belanja Modal yang
dibayarkan sekaligus dengan nilai Rp50 juta ke atas
sampai dengan Rp200 juta;

c. Penyelesaian Tagihan;

Penyelesaian Tagihan merupakan indikator kinerja yang
digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian
SPM LS Kontraktual pada K/L/unit Eselon I/Satker.

’ Bohot ~ " Indikator kineria Penvelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan
10% ilai IKPA Penyelesai agihan: waktu penyelesaian tagihan untuk SPMLS Kontraktual terhadap seluruh
— SPM LS TW SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
IKPA — PT = | ——=——7|x100
@ ‘ ( SPM LS )A = Penyampaian, SPM LS Kontraktual tepat wakiu adalah paling lambat 17
. / (tujuh belas) hari kerja dari tangqal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau

™ Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal SPM LS
Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi.

= SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai.

( llustrasi Perhitungan IKPA Satker

Satker ABC sepanjang tahun 2024 mengajukan SPM LS Kontraktual
sebagaimana berilut:

Dasar JTanggal BAST/BAPP yang digunakan adalah tanagaal i Ketepatan Waktu
yang dipilih oleh Satker pada modul Komitmen SAKTI JenisSPMLS o atWaktu  Terlambat TotalSPM

SPM LS Kontraktual Tepat Waktu/Jumlah SPM LS

Kenigltual) 100
Tagihan (IKPA PT) =13/15*100 = 86,67

Formula Keterangan
Nilai IKPA Penyelesaian IKPA-PT = | Nilai IKPA Ketepatan
Tagihan: Waldtu Penyelesaian
Tagihan
IKPA — PT — (M) x100 | SPMLS |= | Jumlah SPM LS
SPM LS TW Kontraktual Tepat Waktu

disampailtan ke KPPN

SPM LS = | Jumlah SPM LS
Kontraltual yang
disampailtan ke KPPN
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Indikator Kinerja Penyelesaian Tagihan

NO.

KODE SATKER

ppppp

ppppp

ppppp

ppppp

HUALITAS PE LA KSANSAN ARG S A RS

B E Lo P EMNYELES LN
B P T RS T LA L TAGEHAR

PERIODE TEPATWAKTU (AKUMULATIF) TERLAMBAT (AKUMULATIF) TOTAL (AKUMULATIF PERSEN

100.00

e
=]

3 0 ] 100.00

I Penyelesaian tagihan Satker Rohumas Bulan juli sebesar

Ketentuan Perhitungan

Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan
rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS
Kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang
digjukan ke KPPN. Penyampaian SPM LS Kontraktual yang
tepat waktu adalah paling lambat 17 (Tujuh belas) hari kerja
dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita
Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal
SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses
konversi. Tanggal BAST berlaku apabila pekerjaan
(Barang/Jasa) telah diserahterimakan seluruhnya. Tanggal
BAPP berlaku apabila pekerjaan (Barang/Jasa) dilakukan

secara bertahap atau pembayaran berdasarkan termin.
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d. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang

Persediaan (UP dan TUP);

Merupakan indikator kinerja yan digunakan untuk mengukur

ketepatan waktu

pertanggungjawaban

UP (GUP) dan

pertanggungjawaban TUP (PTUP), efisiensi besaran UP dan
TUP yang dikelola, dan penggunaan UP Kartu Kredit

Pemerintah (KKP).

—L

Nilai IKPA Pengelolaan UP & TUP
Bobot

Dihitung berdasarkan nilai komposit dari
Pengelolaan UP dan TUP Tunaidan UP KKP:

IKPA =UP&TUP =

Ketepatan Wakiu

10%
(90% * NK = Tunai) + (10% * NK = KKP)

2 % GUP Disebulankan

% Setoran

Nilai Komponen|UP dan TUP Tuna

UPKKP (10%)

Penggunaan KKP 100%

Nilai Kinerja Komponen
Kepatuhan:
T KWUp
nGUP + nPTUP

Nilai Kinerja Komponen
Persentase GUP‘
, Paup
nGup

NK - UPKW = NK = PGUP ==

e

UPKKP
(40%)

UPKKP (10%)

Ni  Nilai Akhir

Konversi 90%
RANVET

Nilai Kinerja Komponen Setoran TUP:

Sudah memmiliki KKP

Setoran TUP 2 namun belum ada v Kenversi 90%
NKSetor = 100 TUP x100) transaksi KKP
i Sudah terdapat
s |k e | y w | 00
. . belum mencapai )
Berdasarkan Rata-Rata Rasio Penggunaan KKP per Triwulan target francake, KR
., B\
NK = KKP = |I=|HKMJ”] Sudah terdapat
' I 4 | transaksi KKP dan \4 4 110 100%
telah mencapai target
Forzmials E.-Efl:em‘jﬂ.‘n.
Hiailnit FHimnerjs Hepestoapom Woalctom- ETEC— = Eil=d Fomverjo
- i R e LFEFEC Hetepatan W aloa
r _ v
N — UPEW = crur + aPTOP W
Nilai Himerja FPersemtaze GUF Disebulaosloan -
. B, PCUF Emar | = | Jumldah Poim
VR oL ol .--\!'F' = Fetepatan Walcha
Milmi Hinerja Setoran TITEP: Fertangsungiavws
S o TP ey T deaces TLITE
WK Eevar = 100 [ I x L0}
Hilni Himnerjsa Hompomenm TP doam TP Tamosi: -] = ~Tummilah GTTE yoomg
MK — Tacrewi: (VK — PEW o 50440] Leb g disjulcam ko= EFPN
= W& Pl o 25%00
+ [N KESeraor r Z25%50 = = Jrxrmlsi T
Fiasio Peonggunaan KHF per Trawmlsom:s TR vang diajulcass ko
Mileat 1 10 jilkcs Pengrpumasan KHF = Targest Der FEFPTT
Troenalsn
. PR P ETEC—- = ETiled Flirerjm=
RHEKFPn TR PG FPersentaze GUTE
i i jd pG‘m — F' -
H:llzu. A0O0 jiks PengerurssaaTn KPP = Tangst pee=r - e
i o lace o
PR P di=e=
RN i e :
RO MHEKS=c = Eilai Finerj=
Hilad Fine=rja Hompomem TP dam TOFFE HKHEF oz Se=tor=cu TLITE
[ETEE-FEP)-
EBerdacarican Fats-Fats Facio Pengepuarssssn R [ T — = EFlormim=al TIiIE
Fer Trimal=n . o Fong disetor los
MK — P i REK P’ TWE HEPNM dalacn ==t
) . L _-:I taknan A EEELTEER
Nilai THKFPA Fengelolaanm TP dam TOE:
FEPA LPFFUrE = [(NE Fumar = DOSe )+ (A TLITE™ = Mormuim=l T
FREFP > 1009 yang dilo=lola
dalmrr Soatna teabmarn
LT e

Gambar 2. 9. Bobot Perhitungan Penyelesaian Uang Persedian dan Tambahan Uang Persedian dari kemenkeu
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RIS 1TSS P IE LS S0 PO S o Pl G s a0 R0 0

S E LS Ja P EMYELES.S Lo P E N S E L L ao0m g
TNy of 2 W Sy o I I T oS L PP DA Pd TP

UP DAN TUP TUNAI

KOMPONEN

KOMPONEN KETEPATAN WAK KOMPONEN SETORAN TUP
«0DE OE PERSENTASE GUP NI DETAIL

NO. SATHER NAMA SATKER PN PERIODE KOMPONEN up TARGET
JUMLAH M UM UP DA DAN  PENGGUNAAN
PERTANGGUNG- NILAL - JUMLAH  NILAI e SETORAN NILA TUPTUNAI TUP KKP
JAWABAN GUP/ AVAKTU  KOMPONEN ~ GUP  KOMPONEN NOMNAL) NOMINAL KOMPONEN TUNAI
GU NIHIL/ PT! '

] ®@m BRO 09 O 046 demll B0

HUBLINGAN
MASYARAKAT
SETJEN
KEMHAN

ar 2. 11 Penyelesaian Ua ersedian dan Tambahan Uang Persedian Biro Setjen Kemhan

tor Penyelesaian UP dan TUP Rohumas Bulan juli sebesar
99,46 %

Ketentuan Perhitungan

1) Dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen
Pengelolaan UP dan TUP Tunai (Bobot 90%); dan
Pengelolaan UP KKP (Bobot 10%).

2) Pengelolaan UP dan TUP Tunai dihitung berdasarkan
nilai komposit dari sub komponen Nilai Kinerja Ketepatan
Waktu (Bobot 50%), Persentase GUP Disebulankan
(25%), dan Setoran TUP (25%).

e. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).

Merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur
kepatuhan K/L/unit Eselon I/Satker dalam menyampaikan
SPM sesuai dengan batas waktu penyampaian SPM di akhir
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tahun anggaran yang diatur dalam ketentuan mengenai
pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara
pada akhir tahun anggaran.

Dispensasi SPM \
Dihitung berdasarkan rasio SPM yang

diterhitkan dengan dispensasi akhir tahun
terhadap total SPM yang terbit di triwulan IV

§ SPM Dispensasi
RDSPM = | ———————|x 1000

SPM Tw IV

Nilai Akhir IKPA

Nilai IKPA - Pengurang Nilai IKPA dari
Indikator Dispensasi SPM

( llustrasi Perhitungan IKPA Satker ) ~

Menjelang akhir tahun 2024
« Satker Amengajukan permohonan dispensasi SPM ke DJPb

= 4,60

sebanyak 24 SPM.
+ Total SPM Triwulan IV: 5.214 SPM.
+ Rasio Dispensasi SPM

= (SPM Dispensasi/SPM Tw IV) x 1.000
= (24/5.214)x1.000

Pengurang Nilai IKPA = 0,75 (Kategori 4)

Kategori Dispensasi SPM yang terbit Pengurangan
Nilai (Permil)” Nilai Diketahui nilai IKPA Satker TA 2024 adalah 97.25. Perhitungan nilai
Kategoril | 0,00 (tidak ada dispensasi SPM) 0 IKPA akhir Satker ABC adalah sebagai berikut:
Kategori 2 0,01-0,099 0,25 Nilai Akhir IKPA Satker
Kategori 3 0,1-099 0,50 =98725-0,75
Kategori4 1-4,99 0,75 = 96,50
Kategori 5 »=5,00 1,00 - /
"Permil: ras10 dispensasl SPW per 1.000 SPVTyang teroit,
Contoh: 5 permil > 5 dispensasi SPM yang terbit dari total 1.000 SPM
Formula Heterangan
Rasio Dispensasi SPM EDSPM = | Fasio SRR FOATLE
|pe=rmal): diterbitlcan dengmm
ﬁ.'i'f'T_F:‘ll'-'I' ) dispensaszi per 1000 SFR
I:.'--r .‘:JI lll;tcl-'l'r"-cllp..-llu_ 1000 Fang .dJI:hl'_'I."b_l.li'.ﬂJl SF20-
EPM Tw i nya di Twer TV
Persentase Pengurang
Nilai Drispensasi SP: k=T = | Jumlah dispencaci SFRI
Berdazarkan lkategori Eaczio | Dispencasi yoang diajolkan ke Ditjen
Dicpensaci SPM (EDSPL) Perbendabsraam
HWilai Akhir TEHPA:
Hilai IKPA — Penpurang MHilai | SPM Twe IV | = | Jumlah SPFM FEIE
IKPA dari Indileator dicampailkcan k= KFFHN
Dicpenocaszi SPR dan telakh diverbitlcam

Gambar 2. 12 Bobot Perhitungan Dispensansi Surat Perintah Membayar (SPM) dari kemenkeu
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Biro Humas Setfen Kemhan per 21 Agustus 2024

belum pernah telat pgngiriman spm dan dispensansi SPM

/pengurangan dikarepiakan satker Biro Humas Setjen Kemhan

tepat waktu pengigman SPM ke KPPN Jakarta Il sehingga

persentase Nihil
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Ketentuan Perhitungan

Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM
yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM
melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang

disampaikan ke KPPN di Triwulan IV.

3. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Indikator kinerja pada pengukuran dan penilaian aspek kualitas
hasil pelaksanaan anggaran berupa capaian output. Indikator
kinerja capaian output dihitung berdasarkan nilai komposit dari
komponen dari nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data
capaian output; dan nilai kinerja atas capaian Rincian Output.

a. Indikator Capaian Ouput

Capaian Output merupakan indikator kinerja yang digunakan
untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan
ketercapaian output pada K/L/unit Eselon I/Satker.

Bobot | Memperhitungkan aspek
259 1) Ketepatan waktu pelaporan
= Nilai Kinerja Komponen  Nijai Kinerja Komponen Capaian RO: (5 hari kerja pada bulan berikutnya)
Ketepatan Waktu: Tepatwaktu > 100 (seratus).
YL, Capaian RO (00
o xn ROKW VK - CRO = ( Target RO ) Terlambat ‘)0([!3!).
NK = ROKW & —— "%~ n 2) Capaian Output (Realisasi dibagi Target)
Nilai IKPA Capaian Qutput:
IKPA=CO = (NK = ROKW x 30%) 4 (NKCRO x 70%)

J

ﬂ RVRO / Volume RO pada DIPA

Buku Pedoman Pengelolaan IKPA Dalam P3DN
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Formamls I{-El:er-nnl:a:n
Hilai Hinerja Homponen HE- = | Hilad Kinerja
Hetepatan Walcta: FOEW ool s Chutpwut
i ROET Horm;
N — Roww = e ROEW pome=
ol Hetepatan Waktua
Hilai Hinerja Homponen Capaian
Eil: ROEW = | Jumilah RO yang
o a 1 . .
R o 3 e
. b
l' )
’ ’ EL = | Jumlak FO yang
Nilai THPA Capaian Ouiput wajib dilaporkan
fEPA — D [&E — HONW ¥ 3005] — - . . .
s (NKCRD x T HE-CRO | = | Hilad ) Kinerja
iy Chutpwut
Komponen Capaian
RO
Capaimn | = | Eealicaci
RO PCROJEVED
Target = | Target EOr
RO trivwulanam
IHPA- = | Hilai IKPA Capaian
(] Chutpaat

Gambar 2. 13 Bobot Perhitungan Capain Ouput dari kemenkeu
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PUSKOMPUBLIK KEMHAN
DETAIL INDIKATOR KINERJA CAPRIAN OUTPUT
No. | Satker Nama Satker Bulan Jumlah Qutput Toﬂwapalan RO Nilai Gapaian RO | Nilai Ketepatan | Nilai Akhir
1 | BBBO72 | BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT SETJEN KEMHAN | 01 kil 3,100.00 9304 10000 9576
2 | 688072 | BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT SETJEN KEMHAN | 02 kil \ 3,100.00 9304 10000 9576
3 | 688072 | BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT SETJEN KEMHAN | 03 kil \ 3290.00 970 10000 9979
4 | 688072 | BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT SETJEN KEMHAN | 04 kil &z&ms 9791 10000 9854
5 | 688072 | BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT SETJEN KEMHAN | 05 kil 3}3@3 9791 10000 9854
6 | B8B072 | BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT SETJEN KEMHAN | 06 kil 1215.4)\ 9744 10000 9821
7 | 688072 | BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT SETJEN KEMHAN | 07 kil 324552 \ 98.35 10000 LA

Gambar 2. 14 Contoh Capain Ouput Biro Humas Setjen Kemhan\ /

Nilai Persentase capaian Satker Rohumas Bulan Juli sebesar 98. 85 %
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Ketentuan Perhitungan

1) Dihitung berdasarkan jumlah poin yang diperoleh dari
ketepatan waktu penyampaian data capaian output paling

lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya.

2) Poin yang diberikan untuk setiap RO yang dilaporkan
tepat waktu adalah sebesar 100 (Seratus).

3) Periode Januari sampai November berdasarkan Target
Progres Capaian RO (TPCRO).

4) Periode Desember berdasarkan target volume RO dalam
DIPA.

Berikut Nilai IKPA Biro humas Bulan Juli

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PUSKOMPUBLIK KEMHAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan - JULI

Kualitas Kualitas Hasil
Perencanaan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Nitai Ak
Anggaran Anggaran i lai Akhir
o | Kode | Kode [ Kods | o s o Nilai | Konversi D"g;:“' {Nilai
KPPN | BA | Satker Total | Babot TotallKonversi
.. | Deviasi ) (Pengurang) Bobot)
Revisi | |, | Penyerapan | Belanja | Penyelesaian | Pengelolaan | Capaian
DPA | iopa | Anggeran [ Kontraktual | Tagihan | UPdanTUP |  Output
- Niai 10000| 8484 9.2 9%.00 100.00 046 9885
HUBUNGAN | Bobat 10 15 il 10 10 10 %
1| 019 | 012 | 686072 | MASYARAKAT 68| 100% 0.00 9684
SETJEN Nisiakie | 1000 1273 19.85 960 10.00 995 71
KEMHAN
Nl Aspek w4 %58 B8

Gambar 2. 15 Nilai IKPA Biro humas Bulan Juli sebesar 96, 84%

Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro
Humas Setjen Kemhan untuk bulan Juli 2024 mendapat predikat
"Sangat Baik", ini menunjukkan bahwa Biro Humas telah
melaksanakan anggarannya dengan sangat efisien, efektif, dan
sesuai dengan peraturan yang berlaku.Penilaian ini mencerminkan
keberhasilan dalam memenuhi target-target yang ditetapkan,
seperti penyerapan anggaran yang optimal, penyelesaian tagihan

yang tepat waktu, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
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Kualitas Pelaksanaan

INPUT

Kualitas Perencanaan

INPUT VALUE

il ——
up
| . KONTRAKTUAL PERSEDIAAN (TUP
LANGSUNG (LS)
RINCIAN PEMBAYARAN

5  UPDANTUP

OUTPUT 3 DATAKONTRAK TAGIHAN 4 PENCAIRAN DANA
'8 REVISIDIPA
PENYERAPAN 6
— OUTPUT

PELAPORAN KINERJA/QUTPUT CAPAIAN REALISASI KEUANGAN
OUTPUT

Sisa Kegiatan dan Pembayaran ]

Gambar 2. 13. Kerangka Pengukuran IKPA
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70 < Nilai IKPA <89 Cukup



ASPEK

Aspek Kualitas

Perencanaan
Pelaksanaan Anggaran

Aspek Kualitas
Implementasi
Pelaksanaan Anggaran

INDIKATOR KINERJA
Revisi DIPA (10%)

Deviasi Hal 111 DIPA (15%)

-

4 PenyerapanAnggaran (20%)

A

-

Belanja Kontraktual (10%)

\{ Penyelesaian Tagihan (10%)

Aspek Kualitas Hasil
Pelaksanaan Anggaran

e
i\ Pengelolaan UP & TUP (10%)

{Dispensasi SPM (Pengurang Nilai IKPA}

{Capaian Output (25%)

=

SASARAN PERBAIKAN KINERJA PA

Meningkatkan kualitas perencanaananggaran melalui
pengendalian revisi DIPA pagu tetap secams semesteran.
Meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dara

per